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RUU PDP Ditargetkan
[.olos Tahun Ini

Komisi I DPR sudah
membahas 194 daftar
inventarisasi masalah
(DIN) dari 317 DIM
vang terdiri atas 15 bab
dan 72 pasal dalam
RUU PDPF.

CaHva MuLyans,

cohya@med ginadon2sio.com

ERAYA menunggu kabar dari
DPR ihwal kelanjutan penyba-
hasan Rancangan Undang-TIn-
dang Perlindungan Data Pri-
badi (RULU PDP), pemerintah menjalin
lobi-lobi untuk mencari jalan tengah
atas sejumlah isu krusial yang sempat
menemui kebuntuan {deadlock).

Demikian penjelasan Dirjen Infor-
masi dan Komunikasi Publik Kemen-
terian Komunikasi dan Inforrmatika
(Kominfo) Usman Kansong kepada
Media Indonesia di Jakarta. kemarin.

“Senin (1/9) pekan lalu, ada rapat
kerja Kementerian Kominfo dengan
Komisi I DPR. Salah samu kesimpulan
berisi kesepakatan melanjutkan dan
menyegerakan pembahasan agar RUU
PDP menjadi undang-undang.” kata
Usman.

Pemerintah menargetkan RUU PDFP
segera disahkan tahun ini. *"Kemudian
mengenai isu yang masih deadliock,
itu termasuk yang kita bahas unrak
mendapatkan solusi. Lobi-lobi juga
sudah dilakukan di luar rapat resmi,”
lanjut Usman.

Menurut Usman, pembahasan RULT
ini telah melewati tenggat dalam per-
aturan pembentukan undang-undang.
Komisi lakan mengajukan permohon-
an perpanjangan waktu pembahasan
kepada pimpinan dewan.

“Jadi. tindak lanjut dari kesepa
katan melanjutkan pembahasan RUU
menunggu (perpanjangan waktul itu,
Tanpa persetujuan penambahan masa

= Disampaikan Menkominfo Johnny G Plate saal rapat bersama Komisi | DPR.

= FPercepatan dilakukan antara Kemenkominta dan DPR

= Masa pembahasan oleh DPR untuk menyelesaikan RUU PDP diperpanjang.

= Target R PDP dapat diselesaikan tahun ini

= Pembahasan lerakihir RUU POP baru mengupas 194 dan total 317 daftar
mventarisasi masalah (DMM) vang terdiri atas 15 bab dan 72 pasal.

Mengapa RUU PDP Penting Dipercepat?

= Kasus kebocoran data pribadi marak terjadi

= Dibutuhkan aturan yang jelas terkand penggunaan data pribadi.

» Menghindari potensi tumpang-tindih aturan perlindungan data pribadi.

Beberapa Larangan yang Diatur dalam RUU PDP (Pasal 51)

= _Seligp orang dilarang mempergleh atau mengumpulkan data pribadi yvang bukan
miliknya dengan maksud umtuk Meanguntungkan dir sendin atau orang lain secara
melawan hukum atau depat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi.

s Setap-orang dilarang secara melawanPukom mengungkapkan

data pribadi vang bukan miliknva

= Setiap ocrang dilarang secara melawan hukum menggunakan

data pribadi vang bukan mikkmya:

(wakruad, kifta tidak hisa membahas-
nya,” ujarkfsman.

Dia_mengemukakan Kementerian
kominlo dan Koanisi | kembali meng-
gelar rapatvkerja hari ini ataw besok
(Rabu, &9

“Pada pertemuan tersebut Pak
Menteri Kominfo {Johnny G Plate) ber-
harap ada pembahasan soal RULT PDP.
Kami siap kapan pun pembahasannva
dan lebih cepat lebih baik.” ungkap
Usrmar.

Anggota Komisi I DPR Muhammad
Farhan mengemukakan pihaknya
telah mengajukan perpanjangan
masa sidang uniuk pembahasan RUL
PDE Dengan demikian, nasi pemba-
hasan regulasi usulan pemerintah int
menunggu persetujuan pimpinan DPR
dan Badan Musyvawarah (Bamus).

“Ini betul-betul proses politik ru-
mit. Di satu sisi, ada bartasan dalam
aturan Tatib DPR untuk pembahasan
RULU dan di sisi lain muncul desakan
kebutuhan soal perlindungan data
pribadi,” kata politikas dari Partai
MNasDem tersebur.

DMia berharap sinergi dan komu
nikasi Komisi 1 dengan Kementerian
Kominfo dipereratuntuk menghadapi
kondisi tersebut, termasuk komunikasi

Sumrbar. s e DER Ly M Grals. SES
dengan pimpinan DPR dan Bamus.

Iktikad positif

Berdasarkan calatan, Kaomisil sudah
membahas 194 daftar inventarisasi
masalah (DIM»dari total 317 DIM yang
terdiri atas 15 bab dan 72 pasal dalam
RUL PDP rersebur.

“Jadi, itu capaian terakhir,”
Farhan.

Anggota Komisi 1 Rizki Natakusumah
pun menyambut baik keinginan peme-
rintah menuntaskan pembahasan RUL
PDP. Beleid ini mendesak disahkan
melihat sejumlah insiden penyalahgu-
naan data pribadi di ruang publik,

“Kami di Komisi I mendapatkan
sinyal positif rerkait keberlanjutan
pembahasan RUU PDP. Soal lembaga
pengawas pelaksanaan UU PDP. kami
belum membahasnya. Namun, de-
ngan maraknva penvalahgunaan
data akhir-akhir ini. kami berharap
pemerintah memahami pentingnya
independens lembaga ini. Kami wai
ard see kejelasan posisi Kementerian
Kominfo. Tetapi kami menyamhbur
baik iktikad positif dari Menter: Kom-
info uniuk melanjutkan pembahasan
RLUL PDE" tandas politikus dari Farai
Demakrat ini. (X-3)
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